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PEMERINT.
PERATURAN DA

T
th
\H KOTA MAGELANG
‘RAH KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG

IZIN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

imbang : a.  bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Daerah Kabupaten /
Kota diberi kewenangan untuk mengatur perizinan termasuk
didalamnya adalah pengaturan tentang izin di bidang kesehatan:

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas . perlu menyusun
dan menetapkan Peraturan Dacrah Kota Magelang tentang Izin di
Bidang Kesehatan:

Undane-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerathma Kecil dalam [Lingkungan Propinsi1 Jawa Timur, Jawa
Tengah dan Jawa Barat:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keschatan (Lembaran
i | Ncuar':Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan [Lembaran Negara Nomor

3495):
Undang-undang Nomo
(Lembaran Negara [‘ahun
Negara Nomor 3839).

!t‘ngmgm * I

2

r 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
1999 Nomor 60. lambahan Lembaran

(s

4. Undang....
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4 ll’ml.:iny-undunu
Keuangan un
[ahun 1999 N

Nomor 25 Tahun 1999 entang  Penmbangafl
L < b ' v T
ra Pemerintah Pusat dan Dacrah (1 embaran Negara
i 3 T ; i By E
OMor 72 Tambahan | embaran Negara Nomor 3843)

5. Peratur; R ;
HL‘HHIHT‘I” Pemerintaly Nomor 32 ‘lahun 1996  tentang [enagd
eschalg e S
l ‘ Lh] 1Han ‘|.~| L‘I]hllrdfl NC},"-H’LI [dh“" I[}i}h N‘"”“r 4[}_ I;lll'lhlll'lill'l
embaran Negara Nomor 3637)-

0. Keputus; R b
l nIl ”“H{::r] Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/MENKIES/SK/X/1999
i dNnp ALY . . ; : .
chlang VWewenang Penctapan 17in di Bidang Keschatan

' I\L'[?ILII’LH;H‘I FML‘TIII..TI Keschatan Nomor h*i?f?\.ﬂ:__\IKEﬂHISK!"V]fﬂ”””
lentang Registrasi dan Prakuk Perawat.

3.

Keputusan Menter Kesehatan Nomor 04/MENKES/SK/1/2002 tentang
L aboratonium Kesehatan Swasta-

9. Kepuwsan Menteri Keschatan Nomor  544/MENKES/SK/VI/2002
lentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien:

l0.Keputusan Menteri Keschatan Nomor 900/MENKES/SK/VI1/2002
tentang Registrast dan Prakok Bidan:

Il .Keputusan Menten Kesehatan Nomor  907/MENKES/SK/VIT2002
tentang Svarat-syarat Pengawasan Kualitas Air Minum:

2. Keputusan  Mentert Keschatan Nomor 133 1/MENKES/SK/X/2002
tentang  Perubahan  atas Peraturan Menten Kesehatan RI Nomor
167/ KAB/B.VII/1972 tentang "edagang Eceran Obat.

|3 Keputusan  Mentert Kesehatan Nomor  1332/MENKES/SK/X/2002
tentang Pcrubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
022 MENKES/PER/X/1993  tentang  Ketentuan  dan Tata  Cara
Pemberian [zin Apouk.

14 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor [1424/MENKES/SK/X1/200?
lentang Pedoman Penvelenggaraan Opuikal:

15.Keputusan Menter Keschatan Nomor 1540/MENKES/SK/X11/2002
tentang Penempatan Tenaga Medis melalur Masa Baku dan Cara | ain-:

16.Keputusan  Menter Kesehatan  Nomor 1076/ Menkes/SK/V11/2003
tentang Penvelenggaraan Pengobatan Tradisional

Dengan .....

[t

O — T ———
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAI KOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN

netaphan = PERATURAN DAERAN KOTA MAGELANG TENTANG  1ZIN
DI BIDANG KESEIATAN

BAB |
KETENTUAN UMTM

Pasal |
al- Y i . M :
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :
a. Dacrah adalah Kota Magelang.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang:
¢. Walikota adalah Walikota Magelang:

d. Dinas Keschatan adalah Dinas Keschatan Kota Magelang;

¢. Pejabat vang ditunjuk yang sclanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai
yang dibert tugas tertentu dv bidang retribusi daerah sesuar dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

f 1zin di bidang Kesehatan adalah 12in yang dibenikan oleh Pemerintah
Daerah kepada orang pnibadi atau badan vane dimaksudkan untuk
pembinaan. pengaturan.pengendahian dan pengawasan atas kegiatan
pemberian izin pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan:

e. lzin Praktek 1alah bukt lertulis yang diberikan kepada lenaga medis
| vang menjalankan prakiek sctelah memenuht persvaratan  sebaoai
pengakuan kewenangan untuk memberikan pelayanan  kesehatan
sesual dengan profesinya.

e T TR ——r e g

h. Izin Praktck Sementara 1alah azin prakieck vang diberikan kepada
tenaea medis setelah memperoleh Surat Penugasan. sebelum diangkat
schagai Pegawal Tidak Tetap (PTT);

1 lzin.

Scanned by T_apScanner



T T RN = T

— T T T R T T TR R T TRy T T e W W e

[z1n Kery; ] : .
& adalah buky gertulis vang diberikan kepada  tenagd

parameds qp— : _ A
\PCrawat, bidan. refraksionis optisien, apoteker. asisten

apoteker, (e = SRS
rj|, " chniker 2121) untuk melakukan prakick/pekerjaan di sarana
pelavanan Kesehatan: |

| I 18
Prakick Perorangan

- adalah  penvelenggaraan  prakiek  pelayanan
Keschatan ' A

_ -
yang dilaksanakan oleh perorangan:

Praktek Bersama ad: .
ck Bersama adalah penyvelenggaraan prakick pelayanan kesehatan

\/e y Ak canal . = . 1
yang dilaksanakan oleh minimal 3 (tiga) orang tenaga medis:

Badan adalah sckumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

Kesatuan baik vang mcelakukan usaha maupun yvang udak melakukan
usaha vang meliputt - perseroan  terbatas, p';;rr;crnun komandiler.
perseroan lainnya, badan usaha mihk negara atau daerah dengan nama
dan dalam bentuk apapun. persekutuan. perkumpulan, firma, kongsit.
Koperasi, ydvadsan atdau organisast vang s¢jenis. lembaga. dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

-Rumah Bersalin adalah bentuk  pelayanan kesehatan  dasar vang
menyelenggarakan pelayanan bagi wanita hamil, persalinan fisiologik.
masa nitas. bayi baru lahir dan Keluarga Berencana:

Balai Pengobatan ialah tempat membenkan pelavanan  kescehatan
terutama di bidang pengobatan umum/dasar vang diselencearakan oleh

B,
.

vayasan atau badan hukum sesuar dengan ketentuan vane berlaku:

Balar Keschatan ITbu dan Anak yanu fasihitas keschatan  untuk
memberikan pelayanan kescehatan dasar kepada wanita hamil. wanita
menyusukan. wanita dalam masa milas. bayi, anak balwa/pra sekolah
dan pelavanan Keluarga Berencana,

Apoulk  adalah suatu tempat tertentu. tempat dilakukan pekerjaan
ketarmasian dan penyaluran sediaan farmasi. perbekalan kesehatan
lainnva Kepada masvarakat:

Opuikal adalah sarana Keschatan vang menvelenggarakan pelayanan
pemeriksaan refrakst serta pelavanan Kacamata koreksi dan/atau lensa
Kontak.

r. Lahuramrium .
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W.

e

:nll;‘:{::::ri::l i::—itﬂhm Swasta adalah sarana keschatan ?i.“'fll'il“ ‘:“"‘]g
) | IKuran. penetapan dan pengupan terhadap h‘lh‘l_"
}.dng.hur;ln‘il dar Manusia atau bahan bukan herasal dan manusid
}llllulxlpunmmm“ Jenis penyakat. penyehab penyakit, kondist keschatan
alau factor yang dapal ]_‘]f_:rpunguru]; pada keschatan perorangan dan
masvarakat:
[1"”‘1"&'”'13 Leeran Obat (Toko Obat) adalah orang atau badan hukum
Indonesia yang memilik; izin untuk menyimpan obat-obat hebas dan
obat —obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di
‘empat tertentu sebagaimang tercantum dalam surat izin:

Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan
Kecantikan Khususnya memelihara dan merawat keschatan  kulit,
rambut dengan menggunakan kosmetika, bukan termasuk usaha rumah
dan  mempekerjakan kanvawan lain  sebagai  asisten/pembantu
pelaksana:

Depot Air Minum Isi Ulang adalah badan usaha vang mengelola air
minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tudak
dikemas:

Pemulasaraan  jenasah  adalah  sarana  pelayanan  umum  yang
menyediakan  pelayanan  penatalaksanaan  jenasah  sampai dengan
pemakaman;

Ambulance dan Evakuasi Pasien adalah sarana pelayanan umum vang
memberikan pelayanan pengangkutan bagi orang sakit atau jenasah.
termasuk mobil jenasah:

Pusat Kebugaran Jasmani adalah sarana pelayanan umum vang

memberikan pelayanan yang berhubungan dengan kebugaran jasmani:

Dokter. Dokter gigi. Dokter spesialis adalah  lulusan pendidikan
kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun luar neger; yang

diakui oleh Pemenntah:

Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan

bidan dan lulus ujian sesuai dengan persvaratan vane berlaku:

Perawat adalah seseorang vang telah lulus pendidikan perawat baik d

dalam maupun luar negent sesuai dengan  Ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku:
bb. Pegawai .
5

i
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bb.Pegawar Tidak

s o . i .
Ictap (PTT) adalah pegawai yang diangkat ole
I’¢jabat - Yyl

ydng |‘"~:r1'~unung untuk  jangka waktu lertentu gund
"whlh;"““ﬂ“ Wgas pemerintahan dan Lpumhungun;m yang berstlal
lﬂklll.‘:; profesional dan administrasi pada sarana pelayanan kesehatan
dan udak berkedudukan sebagar pegawan negert.

cc. Apoteker  adalah sanana farmasi  vang telah  lulus dan telah

mengucapkan sumpah jabatan apoteker yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan  vanp  berlaku  berhak  melakukan  pekerjaan

ketarmasian sebagai ﬂﬁnml.:n

dd. Asisten  Apoteker  adalah  mercka vang berdasarkan  peraturan
perundang-undangan ang berluku  berhak melakukan pekerjaan
Ketarmasian sebagai Asisten Apoteker:

¢¢. Refraksionis optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan
refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma. baik di
dalam  maupun di luar negen sesuar dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku:

ff Fisiotherapist adalah scscorang  yang telah  lulus  pendidikan
fistotherapist minimal program pendidikan diploma, baik di dalam
maupun di luar negeri sesuar dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlaku;

op. Tehniker Gigi adalah sescorang vang telah lulus pendidikan tehniker

aigi minimal program pendidikan diploma, bark di dalam maupun di
| luar negeri sesual dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
| yang berlaku:

hh Ahli kecantikan adalah  sescorang  vang telah lulus  pendidikan
kecantikan dan memiliki jjasah nasional Departemen Pendidikan
Nasional tingkat mahir:

. Penoobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan
' =
iradisional (alternative).

ii. Tukang gigi adalah sescorang ang mempunyar kKeahhan otodidak
" embuat eiei palsu tanpa pendidikan khusus, hanya berdasarkan
pengalaman atau keahlian turun-temurun.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal
'lﬂjﬁfulumn Dacrah ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi

o oasleneearaan di bidang kesehat;
Pliksanaan pemberian izin penyelenggard ~ v

Tujuan..
6
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Tujuan pembenan izin adalah -

a Untuk membenikan Kepastian

Leschatan hukum dalam rangka pelaksanaan usaha di hidang
B idla -

b. Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan usaha di bidang keschatan

BAB [11
JENIS — JENIS 171N DI BIDANG KESEHATAN

Pasal 3

pis 1zin di bidang Keschatan terdiri dar -
[zin Rumah Bersalin ¢
Izin Balar Pengobatan:
[zin Balin Kesehatan Tbu dan Anak (BKIA )
Izin Apotik:
lzin Opukal,
[zin L .aboratorium Kesehatan Swasta:
lzin Pedagang l:ceran Obat:
. lzin Depot Air Minum Isi Ulang.
" Izin Salon Kecantikan:
lzin Pemulasaraan Jenasah:
lzin Praktek Bersama Dokter Umum;
lzin Praktek Bersama Dokter (g
i. Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis:
lzin Praktek Perorangan Dokter LImum:
« Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi.
© |z Prakiek Perorangan Dokter Spesialis.
+l2in Praktek Perorangan Bidan:

210 Praktek Perorangan Perawat:
' 12 Prakick Sementara Perorangan Dokter | /mum:
Zin Prakick Sementara Perorangan Dokter (gt
Zin Kerja Apolteker:
lzn Kerja Asisten Apoteker:

w. [zin. .
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10 werja Fisiotheraphist:
o Kera Relraksionis ( Iptision-

. herja Tekniker Gigi:

| . kerja Tukang Gigs:

- Pengobat Tradisional;
in Prakiek Ahh Kecanukan:
in Ambulance dan Evakuasi Pasien:

in Pusat Kebugaran Jasmani.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 4

| Persvaratan dan prosedur perizinan digolongkan berdasarkan jenis izin di bidang
Lesehatan.

| Persvaratan vang diperlukan dan prosedur penizinan schagaimana dimaksud pada
avat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wahkota

BABYV
MASA BERLAKU

Pasal 5
) 1zin berlaku selama kegiatan usaha di bidang keschatan masih dijalankan

| Unwk pengendalian dan pengawasan. terhadap 1zin dibidang Kesehatan wajib
melakukan daftar ulane (Her regristrasi) setiap S (hma) tahun sekali

I Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal i dikecualikan untuk izin praktek
oan dokter umum/dokter gigi. wajib melakukan pendafiaran

wmentara peroran _
p 6 (enam) bulan sekah.

ulang atau pembaharuan 1zin setia
Pasal 6

oy dinvatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila :
lempat pelavanan pindah lokast alamat.
h ST TP
Ada perubahan status kq.:pn.:nnllk.;m.

Pfﬂggunli;ui penanggung jaw ab.
Apabila.

=
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|

r
|

la terpadi perubahan dan atay penamh

| e a7 anb
P AP o ahan jenis izin yang telah diberikan W 1]
] ~oukan 1z baru :
ﬂ -ll'_'-

LS

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 7

yzin di

penanggung jawab/pemilik wajib membuat laporan tentang penyelenggaraan
hdang Kesehatan kepada Kepala Dinas Keschatan Kota Magelang.

)

e 1 oan sesual dengan
Caporan sebagammana dimaksud pada ayat (1) Pasal im disampaikan sesual dengi
Letentuan vang berlaku

rmast mengenal

cnanggung -i“““[""ll'-"“”ik sarana wajib memberikan data atau info
kiu-waktu oleh

Legratan ru:nyt.‘lt:n;_*g_*;lruun dibidang Keschatan apabila diminta sewa
emerintah Daerah atau Pejabat vang ditunjuk

agl melakuk: gjatan  atau

setiap tempat  pelayanan keschatan vang udak  lagi melakukan kr._;;.lm IL ¢ i
' g : 3 . %4 YA . . - 318 P

menutup  tempat pelavanan keschatan wajib melaporkan sccara tertu nk pi?i"
hepala Dinas Keschatan disertai dengan alasan-alasan dan mengembalikan 12

asl

BARB VII
SANKSI

Pasal 8

Baoi orang atau badan yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap
necrn | s.
peraturan Daerah ini akan dibertkan peringatan tertuhis

| ' . q - a1k '! W
lerhadap pelanggaran  atau penyimpangan  yang dilakukan baik uhhhujang
TNdde i | . S el e
: PHP lan Z:hqg-nm'um dimaksud avat (1) Pasal ini. setelah d LI'II\..H'I.
maupun Badan >Scbdgaiiine N nndanva dapat dikenakan sanks
| | wlis tetapi tidak diindahkan, kepadanya dapfn dikenakan sanksi
E“””-""“*”] luh [.*m izin dan atau dapat dituntut  sesuar  dengan  peraturan
crupa  pencabule |
perundang-undangan Yang herlaku. . ‘r
| atau penyimpangan yang dilakukan baik
el Badan dapat langsung dikenakan sanksi berupa pembekuan
olch orang maupun  DPAtiait = =

jZin tanpa diberikan permgatan tertuhs terlebih dahulu dan
Lﬂn . punuulm{l;tn n perundangan-undangan yang berlaku.
¢padanya dapat dil

Al 1§ o AT ell
Dalam hal tertentu werhadap pelangg

untut sesudl peratuls

BAB VIII
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! BAR VIl
| KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

| pengan diberlakukannyva Peraturan n
| .;mL'lL.‘I ada tetap masih berlaky dan
ceocra mengajukan 1zin bary

acrah 1ini maka 1zin di Bidang Keschatan yang
dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun agar
Sesuan dengan ketentuan dalam Peraturan Dacrah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

-l vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanjang mengenal teknis
sweanaannya diatur lebih Tanjut oleh Walikota

Pasal 11

cuuran Daerah i mular berlaku pada tanggal diundangkan.

;i supava setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan
w2 ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Magelang.

Xid

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2003

WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO

Jundangkan di Magelang
bada tangqgal 24 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

i

Drs. S{LAEMAN HASAN

Pembina Tk

NIP 010 171 298

ot

10
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAI KOTA MAGELANG

NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG

IZIN DI BIDANG KESEHATAN

PENJELASAN UMUM

Sebagar tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang
reperintahan Dacrah dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang
Cwenangan Pemernintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom. mumhuwa
onsekwenst perubahan tugas dan Kewenangan yang tadinva ditangani oleh Pemerntah
ssat dan Pemerintah Propinsi wajib ditangani oleh Pemenntah kota Magelang.
<ineea Pemerintah Kota Magelang perlu segera mempersiapkan perangkatl peraturan
pcnn';dhungun scbagai dasar hukum untuk dapat melaksanakan tugas dan kewenangan
dmaksud.

Salah satu tugas dan Kewcenangan tersebut adalah di bidang Kkeschatan yang
krhaitan dengan perizinan di bidang keschatan maka, perlu ditetapkan ketentuan yang
Tenzaturmya.

Sehubunean dengan hal tersebut diatas . maka dengan mengacu pgdﬂa lf.e}jvfuuf;un
\Menteri K{::;hulan tanggal 11 Oktober 1999 Nomor 1189 .%.n'h‘iE\!:&l_.S'Sh"l‘]@‘J
iling Wewenang Penctapan 1zin di Bidang Kesehatan dan Surat Kepala Kantor

“ilavah Departemen Keschatan Propinst lawa Tengah tanggal 29 Pebruan 2002
eparteme :

Nomor PO 01.02.3/262. perihal Pelimpahan Wewenang. Pemenntah Kota Magelang

rerly menvusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang [zin di

; i - &
Sidang K esehatan.

“PENJEL ASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal | g/d 11 . Cukup jelas

I
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